GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 11
TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa menurut ketentuan Pasal 14 A dan Pasal 24 A
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor : 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
menyebutkan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif
diberikan pada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah ;

b. bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional, menyebutkan bahwa
“Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan
menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama
dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah ( PNSD )“;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka kemampuan keuangan
daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dikelompokkan dalam kemampuan keuangan daerah
kelompok tinggi ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ¢, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2007
Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287 ) ;

4. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan  Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 ) ;

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2014
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104 );
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11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor S5
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 38 ) ;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PASAL I

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11
Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ( Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 13 Seri E ), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan
setiap bulan sebesar 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua
DPRD.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif yang diterima Pimpinan
dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 9
yaitu :
a. Ketua DPRD Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
b. Wakil Ketua DPRD Rp.9.000.000,- (sembilan juta

rupiah) ;

c. Anggota DPRD Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11
berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 11

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
disediakan paling banyak 6 ( enam ) kali Uang Representasi
Ketua DPRD di tambah 4 ( empat ) kali jumlah Uang
Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) BPO Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah ).

(2) BPO Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 adalah 4 ( empat ) di kali 3 ( tiga ) orang Wakil
Ketua dikali Rp.2.400.000,- ( dua juta empat ratus ribu
rupiah ) atau sama dengan Rp.28.800.000,- ( dua puluh
delapan juta delapan ratus ribu rupiah ).

(3 Jumlah BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) yang harus disediakan setiap
bulan adalah Rp.46.800.000,- ( empat puluh enam juta
delapan ratus ribu rupiah ).

(4) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disediakan terhitung bulan Januari 2015.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1

Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 12 Februari 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFEMDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 12 Februari2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA ELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015
NOMOR .17 SERI E
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